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PUTUSAN
Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Bbu
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:
PEMOHON, umur 34 tahun, agama lIslam, pendidikan SD pekerjaan petani
alamat di Kabupaten Way Kanan. selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ibu
rumah tangga, alamat di KABUPATEN WAY KANAN.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan
register perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Bbu, tanggal 26 Juli 2024
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal xxxxxx Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan
sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka, dan
Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di

Kampung Lebak Peniangan Kecamata Rebang Tangkas, sampai berpisah;
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4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba’da dukhul), akan
tetapi belum dikaruniai anak:
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September 2023 antara
Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
disebabkan karena:

a. Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika

dinasehati dan Termohon selalu membantah;

b.  Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 bahwa ketika itu Pemohon
mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sehingga
menyebabkan antara Permohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon
berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah milik orang
tua Pemohon di Kampung Tanjung Raya Kecamatan Rebang Tangkas
Kabupaten Way Kanan, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah
orang tua Termohon di Kampung Bumi Rejo Kecamatan Baradatu
Kebupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan
lamanya;
9. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon
dan Termohon lagi;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa
yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk
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mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon beserta
Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan
tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di
persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan
merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya
perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan
Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan
sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Pemohon dalam persidangan
tertutup untuk umum tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa selanjutnya Majelis mensekors sidang dan bermusyawarah dan
menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap cukup untuk menjatuhkan

putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
mengirim kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon,
Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan
sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada
Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, mengingat
dengan usia pernikahan baru beberapa bulan, sebagaimana ketentuan Pasal
82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai
Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak September 2023 yang disebabkan sebagaimana dalil
gugatan Pemohon serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah
rumah sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan Pemohon mendasarkan alasan
perceraian adanya pertengkaran terus menerus, majelis menilai gugatan
Pemohon mendasarkan pada pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang
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menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal tersebut adalah tidak
terbatas waktu, namun atas keterangan Pemohon majelis berpendapat
sangatlah tidak beralasan dikatakan pertengkaran karena antara Pemohon dan
Termohon baru 1 (satu) bulan melangsungkan pernikahan dimana pernikahan
Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 dan hidup
bersama antara keduanya terbilang sangat singkat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan
bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitsaagon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur’an Surat An Nisa ayat 21 disebutkan:

kuat”.

Menimbang, bahwa seseorang yang telah terikat dalam sebuah

pernikahan tidak bisa main cerai seenaknya saja, terlebih dengan keadaan
Pemohon sebagaimana dalam gugatannya yang baru menjalani pernikahan
usia 1 (satu) bulan sangat tidak beralasan bila diajukannya perceraian, dan
gugatan tersebut majelis menilai premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan
Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaark);
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Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan
perkara tersebut sudah didaftarkan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum
syara’ berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk Verklaart);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 620,000, (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 7
Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah, oleh
kami, Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Santri
Ayu Rahmawati, S.H.l. dan Muhammad Irsan Nasution, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim
Anggota yang sama dibantu oleh Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. Muhammad Irsan Nasution, S.H..
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Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.
Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
- Biaya Proses ‘Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan 'Rp 500.000,00
- Biaya Redaksi ‘Rp 10.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Biaya Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).
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